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KataKunci: Hutan Tanaman Industri, Hak dan Kewagjiban, Pencabutan Hak

Dewasa ini usaha pemanfaatan lahan dan hutan berkembang dalam rangka
memaksimalkan potensi sumber daya yang beragam. Salah satu yang sedang
menjadi isu hangat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
tentang pemberian izin pembukaan areal hutan di Kabupaten Bangka Barat seluas
66.460 Ha untuk usaha Hutan Tanaman Industri yang diberikan oleh Menteri
Kehutanan kepada PT Bangun Rimba Segjahtera. Namun, hak yang didapat oleh
perusahaan ditentang oleh masyarakat, dengan alasan akan berkurangnya hak
mereka dalam memanfaatkan hutan. Permasalahan ini berkembang menjadi
seruan pencabutan hak dengan landasan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban oleh
PT Bangun Rimba Sejahtera sebaga prasyarat dalam memperoleh Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tersebut sesuai dengan SK I[UPHHK-HTI
Nomor: 336/Menhut-11/2013, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan
Republik Indonesia. Semakin meningkatnya gencatan masyarakat untuk mencabut
surat keputusan tersebut pada akhirnya melibatkan Pemerintah Provins
Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan
yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan data hasil
wawancara yang didapat dari Dinas Kehutanan Provins Kepulauan Bangka
Belitung. Dalam penelitian ini  PT Bangun Rimba Seahtera terbukti tidak
melaksanakan hak dan kewagjiban sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008.
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ABSTRACT
Mahruf

THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND OBLIGATION OF
BANGUN RIMBA SEJAHTERA LIMITED LIABILITY
COMPANY FOR INDUSTRIAL PLANTATION RIGHTS UNDER
THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 Of 2007
Jo. GOVERNMENT REGULATION NUMBER 3 Of 2008
ON PROCEDURES FOR THE FOREST AND
DEVELOPMENT PLANS AND UTILIZATION
OF THE FOREST MANAGEMENT
(BY THE CASE SKIUPHHK-HTI NUMBER:
336/MENHUT-11/2013)

Thesis, Law Faculty, 2018

Key words: Industrial Plantation Rights, Right and Obligation, Revocation of
Rights

The utilization of land and forest are developing nowdays, in order to maximize
the potential of the diverse resources. One of the central issues about it, especially
in Bangka Belitung Province is about a right to exploit 66.460 hectar forest in
West Bangka Regency for Industrial Plantation Rights, that given by the Ministry
of Forestry to Bangun Rimba Sgjahtera Limited Liability Company. But, the right
that have been given to Bangun Rimba Sgjahtera Limited Liability Company is
rejected by the community, for the reason they will have a limited rights to utilize
the forest. This crucial problem develops into the call of regection for the
Industrial Plantation Rights with the reason that the company did not fulfill the
obligations, as the prerequisite to have the rights as written on the decree
Number: 336/Menhut-11/2013, with the sign of the Head of Ministry of Forestry,
Republic of Indonesia. The increasing of the regjection from the community to
revoke the decree that finally force the government to rule and solve this problem.
This research is using juridicial empiric with the data that obtained from the
forestry service of Bangka Belitung. This research proved that Bangun Rimba
Sgjahtera Limited Liability Company is not fulfill their obligation as written on
The Government Regulation Number 6 of 2007 Jo. Government Regulation
Number 3 of 2008.
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